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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan  Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan, bahwa dalam rangka 

penyelenggaraan Pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun 

perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan 

pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 

20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk 

jangka waktu 5 tahun, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(Renstra SKPD) jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah 

(RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional (SPPN), bahwa  RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah 

paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Daerah dilantik. Sementara itu dalam 

pasal 150 ayat (3) huruf c  Undang-Undang No. 32 Tahun 2004  diatur bahwa 

RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah berpedoman pada Peraturan 

Pemerintah. Terkait dengan hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 8 

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah disebutkan bahwa 

RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan jangka waktu penetapannya 

paling lambat 6 bulan setelah Kepala Daerah dilantik. 

Berkaitan dengan amanat Undang-Undang tersebut  dan dengan  telah 

dilantiknya Walikota dan Wakil Walikota Semarang Periode 2010-2015 pada 

tanggal 19 Juli 2010, maka disusunlah Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010-2015.   

RPJMD Kota Semarang Tahun 2010-2015 adalah dokumen perencanaan 

komprehensif lima tahunan, yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam 

penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), 
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Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kota Semarang dan sebagai acuan 

bagi seluruh stakeholder di Kota Semarang dalam melaksanakan kegiatan 

pembangunan selama kurun waktu 2010-2015.   

RPJMD Kota Semarang Tahun 2010-2015, disusun berdasarkan Visi dan 

Misi Walikota Semarang, sekaligus berfungsi sebagai dokumen perencanaan 

yang mengakomodasi berbagai aspirasi masyarakat yang ada dalam lingkup 

wilayah Kota Semarang dan berpedoman/ berdasarkan evaluasi pelaksanaan 

RPJMD 2005-2010, serta menjawab empat pertanyaan dasar (1)  kemana Kota 

Semarang akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai 

dalam lima tahun mendatang; (2) bagaimana mencapainya dan (3) langkah-

langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai (4) mekanisme 

pengendalian dan evaluasi RPJMD 2010-2015. 

 

1.2 LANDASAN PENYUSUNAN 

 RPJMD Kota Semarang Tahun 2010-2015 disusun berdasarkan  

peraturan perundang-undangan sebagai berikut  : 

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - 

daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa 

Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004  Nomor  5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4389); 
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6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, 

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun  2004  Nomor  66, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor  4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4421); 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ); 

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan 

Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 

12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);  

13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5059); 
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan 

Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3079); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan 

Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II 

Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan 

Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam 

Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Darah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4578);. 

17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang 

Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 

18. Peraturan Pemerintah  Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan  Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2005 Nomor 165, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4593); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara 

Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 

Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata 

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4817); 
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22. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan 

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4828); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan 

Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia        Nomor 4828); 

24. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, 

Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 

25. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014; 

26. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan 

Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan 

Nasional Dan Menteri Keuangan 

 Nomor : 28 Tahun 2010 

 Nomor : 0199/M PPN/04/2010 

 Nomor : PMK 95/PMK 07/2010 

tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional (RPJMN) 2010-2014; 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 

28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah 

Provinsi Jawa Tengah Nomor 133); 

29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan 

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa 

Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 8 

Seri E Nomor 1); 

30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008  tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 

Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 
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2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 

Jawa Tengah Nomor 3 Seri E Nomor 3); 

31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa 

Tengah Tahun 2008 – 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 

Tahun 2008 Nomor 4 , Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa 

Tengah Nomor 21); 

32. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang 

Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota 

Semarang Nomor 1); 

33. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Semarang 

Tahun 2007 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota 

Semarang Nomor 2); 

34. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata 

Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran 

Daerah Kota Semarang Nomor 13); 

35. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan 

Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota 

Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 8, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 18); 

36. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Semarang Tahun 

2005-2025); 

37. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2010 tentang 

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kota Semarang 

(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 480). 

 

1.3 MAKSUD  DAN   TUJUAN 

 Sebagai suatu dokumen perencanaan, RPJMD Kota Semarang Tahun 

2010-2015 dimaksudkan  memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi 
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seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan 

pembangunan Kota Semarang secara berkesinambungan. 

 Sedangkan tujuan dari penyusunan RPJMD Kota Semarang Tahun 2010-

2015 adalah : 

1. Menetapkan Visi dan Misi Kepala Daerah Semarang Periode 2010-

2015 yang memuat Gambaran Umum Kondisi Daerah, Gambaran 

Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan, Analisis 

Isu-isu Strategis, Strategi dan Arah Kebijakan, Indikasi Rencana 

Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan, dan Penetapan 

Indikator Kinerja Daerah. 

2. Memberikan landasan sekaligus menjadi acuan bagi seluruh 

komponen pelaku pembangunan daerah (Pemerintah, dunia usaha dan 

masyarakat) dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan 

daerah secara berkesinambungan dan berkelanjutan; 

3. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, 

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah. 

 

1.4 KEDUDUKAN RPJMD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA  

Kedudukan antara RPJMD Kota Semarang dengan dokumen lain dalam 

sistem perencanaan pembangunan daerah, mengacu pada Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2004 pasal 5 dengan ketentuan sebagai berikut :   

1. RPJMD  Kota Semarang Tahun 2010-2015 merupakan penjabaran dari 

Visi Misi Kepala Daerah terpilih, yang penyusunannya berpedoman 

pada RPJPD Kota Semarang Tahun 2005-2025 dengan 

memperhatikan RPJP Provinsi Jawa Tengah  dan RPJP  Nasional. 

2. RPJMD Kota Semarang merupakan dokumen perencanaan yang 

bersifat taktis strategis, dalam proses penyusunannya dilakukan secara 

partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan 

pembangunan, serta mempedomani Peraturan Daerah tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang dan mengacu pada 

arah pembangunan RPJM Nasional Tahun 2009-2014 serta RPJMD 

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013. 

3. RPJMD Kota Semarang tahun 2010-2015 digunakan sebagai pedoman 

penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah 
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(Renstra SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

 

1.5 TATA URUT PENYUSUNAN 

 RPJMD Kota Semarang Tahun 2010-2015 disusun dengan sistematika 

sebagai berikut : 

BAB  I : PENDAHULUAN 

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 

BAB III : GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN 

KERANGKA PENDANAAN 

BAB IV : ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS  

BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 

BAB VI : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

BAB VII : KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN 

DAERAH 

BAB VIII : INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG  

DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN 

BAB IX : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH 

BAB X : PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN 

 


